Menimbang
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PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Jasa Usaha,;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4444);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Madiun Nomor 5
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Madiun Tahun 1988 Nomor 5, Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas — luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Madiun.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip — prinsip komersial karena pada dasarnya
dapat pula disediakan sektor swasta.

10.Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

Peraturan  Perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau



pemotong retribusi jasa usaha.

12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari
Pemerintah Kabupaten.

13.Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud
yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung , diukur atau
ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan
surat berharga lainnya.

14.Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah, yang selanjutnya
disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, pemakaian,
penggunaan, dan pemanfaatan atas kekayaan milik Daerah.

15.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
memuat dan menurunkan orang dan /atau barang serta mengatur
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang
merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

16.Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan
intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan
dan pemberangkatan kendaraan umum.

17.Terminal Barang adalah prasarana jalan untuk keperluan
membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau
antar moda transportasi.

18.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

19.Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, yang
terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

20.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan
diatas rel.

21.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut
biaya.

22.Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu
lima ratus kilogram).

23.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus
kilogram).

24.Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang
termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis.



25.Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang
diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

26.Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang
tidak bersifat sementara.

27.Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di
terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk
menaikkan penumpang.

28.Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di terminal
penumpang Yyang disediakan bagi kendaraan umum untuk
menurunkan penumpang.

29.Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam
terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk
menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.

30. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang
disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk Dberistirahat
sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan
perjalanan.

31.Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal yang
disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat
barang.

32.Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu
di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang
yang akan melakukan perjalanan.

33.Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan
dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi
penumpang yang akan melakukan perjalanan.

34.Retribusi Terminal Penumpang selanjutnya disebut Retribusi adalah
biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas
jasa pemakaian terminal penumpang.

35.Retribusi Terminal Barang selanjutnya disebut Retribusi adalah
biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas
jasa pemakaian terminal barang.

36.Landasan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang
disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan dan
menurunkan penumpang.

37.Lingkungan Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menaikkan penumpang, perpindahan intra/antar moda
transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum.

38.Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat
lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk trayek kota
yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan
mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum
yang terikat dalam trayek.



39.Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat
lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam trayek.

40.Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong,
pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan
yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah atau swasta.

41.Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang didesain
tertentu digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas
bagi konsumsi masyarakat luas.

42.Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan pemotongan hewan
yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan hukum yang
melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah
pemotongan hewan milik Pemerintah Daerah atau swasta.

43.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Olah Raga adalah
pemungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi, kelompok
orang atau badan dan atau kendaraan serta perlengkapan wisata
yang dibawa masuk ke tempat rekreasi dan/atau olah raga.

44.Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat tertentu yang
digunakan sebagai wisata /rekreasi dan/atau olah raga bagi
masyarakat umum.

45.Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah pungutan
yang dikenakan terhadap orang pribadi dan atau badan yang
membeli hasil produksi usaha daerah.

46.Hasil produksi usaha daerah adalah benih/bibit yang dihasilkan dari
kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dikelola oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten
Madiun.

47.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

48.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

49.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

50.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

51.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar



pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah.

52.Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB Il
RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,;
Retribusi Terminal;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

PO T®

BAB Il
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
Pasal 4
(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian

kekayaan Daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah
yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan Kekayaan daerah.



Pasal 6

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, lokasi dan
jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan vyang diperoleh apabila pelayanan jasa
Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas, jenis barang, lokasi
dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 10
Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan dan/atau penggunaan
fasilitas terminal.



Pasal 11

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat
parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan
usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Penggunaan tempat menurunkan/menaikkan penumpang;
b. Penggunaan tempat dan/atau jasa usaha di lingkungan terminal.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
fasilitas terminal.

Pasal 13

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan jenis
kendaraan, frekuensi penggunaan fasilitas, luas tempat dan jangka
waktu.

Pasal 15

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi Terminal dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa terminal
tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar.
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Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

. I Besarnya
No. Kelompok Objek Retribusi Retribusi

1 2 3

1. | Tarif penggunaan terminal
penumpang untuk sekali masuk:
a. Kendaraan Bus Ekonomi Rp. 500,00
b. Kendaraan Bus/Mini Bus Rp. 500,00
(dengan kapasitas lebih dari atau
sama dengan 10 dan kurang dari
atau sama dengan 20).
c. Mobil Penumpang Umum (MPU) Rp. 500,00
d. Angkutan Perdesaan Rp. 500,00
e. Taksi Rp. 500,00
f. Angkutan Perkotaan Rp. 500,00

2. | Penggunaan Tempat Usaha Di

Dalam Terminal:

a. Tempat Usaha / kios di dalam
terminal atas sewa pakai kios per
unit per meter persegi per hari Rp. 50,00

b. Pemanfaatan fasilitas MCK:
Mandi, buang air besar dan air kecil
per orang Rp. 1.000,00

BAB V
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah
Potong Hewan.

Pasal 18

(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah
Kabupaten.
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(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
fasilitas rumah potong hewan milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20
Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan
jumlah ternak yang akan dipotong.
Pasal 22
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi rumah potong hewan dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa rumah

potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

(1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah ternak.
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(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

No. Jenis Ternak Z-F?Fr)'f)

1 2 3

1. | Sapi, kerbau, kuda (betina) 55.000,00 | /ekor
2. | Sapi, kerbau, kuda (jantan) 20.000,00 | /ekor
3. | Kambing, domba 1.500,00 | /ekor

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/penyediaan tempat
rekreasi / pemanfaatan jasa usaha pariwisata dan tempat olah raga.

Pasal 25

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan
tempat rekreasi/pariwisata dan tempat olah raga yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa fasilitas
yang berada dilokasi:

Bendungan atau Waduk Bening (Widas) di Kecamatan Saradan;

Waduk Saradan di Kecamatan Saradan;

Taman Rekreasi Umbul di Kecamatan Dolopo;

Wana Wisata Grape di Kecamatan Wungu,

Monumen Peristiwva Madiun Tahun 1948 di Kecamatan Wungu;

Air Terjun Suweru / Selampir di Kecamatan Kare;

Waduk Kedung Brubus di Kecamatan Pilangkenceng;

Gelanggang Olahraga Pangeran Timoer Caruban.

S@moo0oTy

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat
rekreasi/pariwisata dan tempat olah raga yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

Pasal 26
(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan

penyediaan fasilitas di tempat rekreasi/jasa pariwisata.

(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang
pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perudang-Undangan
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Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan
olah raga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi dan frekuensi
pemanfaatan tempat rekreasi/jasa pariwisata dan tempat olah raga.
Pasal 28
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat

rekreasi dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 29
(1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan daya tarik Wisata.

(2) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut:

. S Besarnya
No. Kelompok Objek Retribusi Retribu);i
1 2 3
1. | Bendungan atau Waduk Bening
(Widas):
a. Setiap orang dikenakan retribusi
- Dewasa Rp. 3.000,00
- Anak (dibawah umur 12 tahun), | Rp. 1.500,00
b. Kendaraan dikenakan retribusi
- Sepeda, Rp. 500,00
- Sepeda Motor Rp. 1.000,00
- Mobil Roda empat/lebih Rp. 2.000,00
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2 3
Waduk Saradan :
a. Setiap orang dikenakan retribusi
- Dewasa Rp. 1.000,00
- Anak (dibawah umur 12 tahun) Rp. 500,00
b. Kendaraan dikenakan retribusi
- Sepeda Rp. 500,00
- Sepeda motor Rp. 1.000,00
- Mobil roda empat/lebih Rp. 2.000,00
Taman Rekreasi Umbul :
a. Setiap orang dikenakan retribusi :
- Dewasa Rp. 5.000,00
- Anak (dibawah umur 12 tahun) Rp. 3.000,00
b. Kendaraan dikenakan retribusi :
- Sepeda Rp. 1.000,00
- Sepeda motor Rp. 2.000,00
- Mobil roda empat/lebih Rp. 3.000,00
Wana Wisata Grape :
a. Setiap orang dikenakan retribusi
- Dewasa Rp. 1.000,00
- Anak (dibawah umur 12 tahun) Rp. 500,0
b. Kendaraan dikenakan retribusi
- Sepeda Rp. 500,00
- Sepeda motor Rp. 1.000,00
- Mobil roda empat/lebih Rp. 2.000,00
Monumen Peristiwva Madiun Tahun
1948 .
a. Setiap orang dikenakan retribusi
- Dewasa Rp. 1.000,00
- Anak (dibawah umur 12 tahun) Rp. 500,00
b. Kendaraan dikenakan retribusi
- Sepeda Rp. 500,00
- Sepeda motor Rp. 1.000,00
- Mobil roda empat/lebih Rp. 2.000,00
Air Terjun Suweru / Selampir
Setiap orang dikenakan retribusi :
- Dewasa Rp. 2.000,00
Waduk Kedung Brubus :
a. Setiap orang dikenakan retribusi :
- Dewasa Rp. 2.000,00
- Anak (dibawah umur 12 tahun) Rp. 1.000,00
b. Kendaraan dikenakan retribusi :
- Sepeda Rp. 500,00
- Sepeda motor Rp. 1.000,00
- Mobil roda empat/lebih Rp. 2.000,00
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1 2 3

8. | Gelanggang Olah Raga Pangeran
Timoer Caruban

1. Untuk Latihan:

a. Hari Senin s/d Jumat

- Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp. 75.000,00 | / jam
- Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp. 100.000,00 | / jam
b. Hari Sabtu, Minggu dan
Hari Besar
- Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp. 100.000,00 | /jam
- Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp. 125.000,00 | /jam
2. Untuk Pertandingan (per jam per
lapangan):
a. Amatir :
- Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp. | 1.500.000,00
- Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp. | 2.500.000,00

b. Profesional :

- Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp. | 3.000.000,00

- Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp. | 5.000.000,00

3. Untuk penggunaaan fasilitas Rp. 250.000,00
lintasan lari (per jam)

4. Untuk pertunjukan dan kegiatan
lainnya (per hari) :

- Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp. | 7.500.000,00 | /hari
- Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp. | 10.000.000,00| /hari
5. Untuk pemakaian Aula Gedung
Atrium :
- Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp. 750.000,00
- Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp. | 1.000.000,00
6. Untuk pemakaian ruang
pertemuan :
- Pukul 06.00 s/d 18.00 Rp. 200.000,00
- Pukul 18.00 s/d 23.00 Rp. 250.000,00
7. Untuk kios/stan (per M?/ hari) : Rp. 250,00

(3) Untuk  rombongan tertentu (diatas 20 orang) diberikan
potongan/keringanan retribusi sebesar 10%.
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BAB VI
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha
daerah.

Pasal 31

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan
hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di bidang perikanan.

Pasal 32

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil
produksi usaha Daerah.

Pasal 33

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan
ukuran hasil produksi yang dijual.

Pasal 35

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi penjualan produksi usaha daerah dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan vyang diperoleh apabila pelayanan jasa
penjualan produksi usaha daerah tersebut dilakukan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.
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Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 36

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis
dan ukuran hasil produksi usaha daerah.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagai berikut:

- Benih ikan
No. Jenis lkan Ukuran Harga per ekor (Rp)

1 2 3 4

1 Tawes 1cm 5
2cm 10
3cm 25
5cm 75

2 Mas/Tombro 1lcm 15
2cm 25
3cm 75
5cm 100
7 cm 200
9cm 300
12 cm 500

3 Lele 1lcm 15
2cm 30
3cm 40
4 cm 50
5cm 60
6 cm 80
7cm 100

4 Nila Larva 10
1cm 25
3cm 40
5cm 50
7 cm 75
9cm 100
12 cm 150

5 | Gurami 1lcm 250
4 cm 1.000
7 cm 2.000
12 cm 3.000
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1 2 3 4
6 Patin/Jambal Siam 1cm 100
2cm 150
3cm 200
4 cm 250
5cm 300
6 cm 350
7cm 400
BAB VIl

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 37

Golongan Retribusi Jasa Usaha dipungut diwilayah Kabupaten Madiun.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 38

Besarnya Retribusi yang teutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif
Retribusi dengan Tingkat Penggunaan Jasa

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 39

(1) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 40

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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(2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XiIlI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 42

(1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang
ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

(4) Tata Cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIV
PENAGIHAN

Pasal 43

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului
dengan Surat Teguran.

(2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus
melunasi Retribusinya yang terutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan
menerbitkan STRD.
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(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal 44

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 45

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46

(1) Atas kewenangan yang dimiliki Bupati dapat memberikan
keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal - hal tertentu
atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

(2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana
dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib
Retribusi.

(3) Ketentuan Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan,
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pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 48

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 49

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Retribusi tersebut.
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 50

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 51

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).



23

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 52
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

ekonomi.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

(1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat
diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui APBD tahun yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan negara.
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BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 55

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Madiun diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Madiun yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan
/ atau dokumen yang dibawa,

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang — Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XXIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih
selama jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Madiun Nomor 4
Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Tahun 1999 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 21 Tahun 2001
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08 Seri B);

b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 04 Seri C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 04 Seri C);

c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Terminal
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02 Seri C); dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Retribusi Pemanfaatan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2005 Nomor 08 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 05 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 59
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 2 SERIC

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina Tingkat |
NIP. 19550828 198611 1 001




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PENGGUNAAN TANAH:

No. Jenis Objek Retribusi Besgrnyg
Retribusi

1 2 3

1. | Pemakaian tanah untuk pemasangan jalan lori yang
menyilang

Pemasangan railban silangan sementara di atas jalan dan
atau saluran pengairan setiap silangan setiap bulan ................ Rp. 75.000,00

2. Pemakaian tanah untuk lain — lain:

a. Penggunaan tanah untuk pemasangan papan reklame
yang berada di ibukota kecamatan dalam wilayah
kabupaten setiap bulan setiap meter persegi atau
bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya
dihitung satu meter Persegi) ......ccooceourmumrmmnenniieneieneienennnennnes Rp. 7.500,00

b. Untuk pemasangan di jalur jalan desa setiap bulan setiap
meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga
berikut pondasinya dihitung satu meter persegi) ................. Rp. 5.000,00

c. Penggunaan tanah untuk mendirikan warung, depot dan
bangunan tidak permanen lainnya setiap bulan setiap
meter persegi atau bagiannya ...........cccocccvvieieeeiiiiiiiieeeen Rp. 300,00

d. Penggunaan tanah untuk terop/tenda tidak permanen
setiap meter persegi atau bagiannya dalam jangka waktu
SALU NAFT ....eieiiii Rp. 500,00

e. Penggunaan tanah untuk jemuran, penimbunan bahan —
bahan bangunan, hasil pertanian setiap meter persegi atau
bagiannya setiap bulan ... Rp. 300,00

f. Penggunaan tanah untuk pertanian dengan mengingat
letak dan keadaan :

1) Tanah dengan Jaringan Irigasi Teknis (panen tiga kali)

setiap meter persegi setiap tahun ..............ccccveeeeeienns Rp. 800,00

2) Tanah dengan Jaringan Irigasi Semi Teknis (Panen dua
kali) setiap meter persegi setiap tahun ........................ Rp. 550,00

3) Tanah dengan Jaringan Irigasi Non Teknis (satu kali
panen) setiap meter persegi setiap tahun ................... Rp. 300,00

3. Pemakaian tanah untuk:
a. Bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya
tiap meter persegi setahun ...............ccc . Rp. 2.000,00

b. Bangunan usaha komersial:
1) Usaha Kecil, kaki Lima dan sejenisnya setiap meter
persegi setiap tahun .........ccccoiiiii Rp. 2.000,00

2) Usaha Rumah tangga (Home Industry) per meter
persegi setiap tahun .................ccccc Rp. 4.000,00

3) Usaha Industri Menengah dan Besar Per meter
persegi setiap tahun ... Rp. 7.500,00

c. Menara Telekomunikasi Per meter persegi setiap bulan ... | Rp. 12.500,00




B. PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN:"

No. Jenis Objek Retribusi Besa_lrnya
Retribusi
1 2 3
1. | Menempati Bangunan di Lingkungan
Kabupaten Madiun:
a. Gedung Serba Guna Korpri:
1) Sewa untuk siang hari, adalah sebagai
berikut:
a) Komersial Rp. 500.000,00 | /hari
b) Hajatan Rp. 400.000,00 | /hari
C) Rapat/Seminar Rp. 300.000,00 | /hari
d) Sosial Rp. 100.000,00 | /hari
€) Olah raga / kesenian / budaya Rp. 100.000,00 | /hari
f) Kedinasan Rp. 100.000,00 | /hari
2) Sewa untuk malam hari, adalah sebagai
berikut:
a) Komersial Rp. 600.000,00 | /hari
b) Hajatan Rp. 500.000,00 | /hari
C) Rapat/Seminar Rp. 400.000,00 | /hari
d) Sosial Rp. 200.000,00 | /hari
€) Olah raga / kesenian / budaya Rp. 200.000,00 | /hari
f) Kedinasan Rp. 200.000,00 | /hari
b. Ruang Rapat Bappeda, Ruang Rapat Kantor
Pengelola Keuangan, Ruang Pertemuan PKK
dan aula gedung lainnya:
1) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial | Rp. 100.000,00 | /hari
2) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian Budaya, | Rp. 75.000,00 | /hari
Olah raga
3) Untuk keperluan Dinas Rp. 50.000,00 | /hari
c. Menempati sebagian ruangan milik
Pemerintah Kabupaten:
1) Sosial Rp. 300,00 | /m? hari
2) Komersial Rp. 600,00 | /m?hari
d. Menempati bangunan milik Pemerintah
Kabupaten:
1) Sosial Rp. 5.000,00 | /m3/tahun
2) Komersial Rp. 10.000,00 | /m?/tahun
e. Menempati halaman / tanah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten :
1) Sosial Rp. 200,00 | /m?/hari
2) Komersial Rp. 500,00 | /m?/hari
3) Dinas Rp. 300,00 | /m?/hari
f. Lapangan Tenis:
1) Sosial Rp. 25.000,00 | /2 jam
2) Komersial Rp. 50.000,00 | /2 jam
2. | Menempati Bangunan di Luar Lingkungan
Kabupaten Madiun:
a. Gedung Garuda Plaza:
1) Bangunan/Gedung Plaza:
a) Komersial Rp. 400,00 | /m#hari
b) Sosial Rp. 100,00 | /m?/hari
c) Olah raga/kesenian/ budaya Rp. 100,00 | /m?/hari
d) Kedinasan Rp. 50,00 | /m?hari




1 2 3
2) Halaman Plaza untuk :
a) Bangunan, warung, depot, kios | Rp. 6.000,00 | /bulan/m?
permanen.
b) Bangunan, warung, depot, kios semi | Rp. 5.000,00 | /bulan/m?
permanen.
Bangunan, warung, kios non permanen | Rp. 300,00 | /hari/m?
(tenda)
¢) Ruang terbuka untuk komersial Rp. 750,00 | /hari/m?
b. Asrama Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi :
1) Kamar / Asrama
a) Untuk Kepentingan Umum dan Komersial Rp. 20.000,00 | /hari/
Kamar
b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian | Rp. 15.000,00 | /hari/
Budaya, Olah raga kamar
c) Untuk Keperluan Dinas Rp. 10.000,00 | /hari/
kamar
2) Aula untuk siang hari:
a) Untuk Kepentingan Umum dan | Rp. 100.000,00 | /hari
Komersial
b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian | Rp. 75.000,00 | /hari
Budaya, Olah raga
¢) Untuk Keperluan Dinas Rp. 50.000,00 | /hari
3) Aula untuk malam hari:
a) Untuk Kepentingan Umum dan | Rp. 150.000,00 | /hari
Komersial
b) Untuk Keperluan Sosial, Kesenian | Rp. 125.000,00 | /hari
Budaya, Olah raga
c) Untuk Keperluan Dinas Rp. 100.000,00 | /hari
C. PEMAKAIAN ALAT — ALAT BERAT, LABORATORIUM DAN KE NDARAAN

1. ALAT BERAT:

NO. JENIS PERALATAN KAPASITAS TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1 2 3 4
1. Wales 6—-8 Ton 100.000,00 | / hari kerja
2. | Wales 10-12 Ton 110.000,00 | /hari kerja
3. Dump Truck 3,5m3 100.000,00 | / hari kerja
4. | Trailer / Alat Angkut Wales 12 Ton 125.000,00 | / hari kerja
5. | Wales Getar/Vibratory Tandem 4—-6Ton 100.000,00 | / hari kerja
Rollers
6. | Alpomain Road Maintenance Truck 3 Ton 250.000,00 | / hari kerja
7. | Excavator 0,5 m3 100.000,00 | / jam kerja
8. | Compressor - 125.000,00 | / jam kerja
9. | Wales Mini 2,5Ton 75.000 | / jam kerja
10. | Wheel loader JCP 415 2,5ms 85.000,00 | / jam kerja
11. | Pedestrian Roller/Baby Roller 1Ton 25.000,00 | / hari kerja
12. | Plat Temper 98 Kg 25.000,00 | / hari kerja
13. | Asphalt Sprayer - 25.000,00 | / hari kerja
14. | Stamper 60 Kg 25.000,00 | / hari kerja
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Selain biaya sewa pemakaian alat berat, ditambah biaya operasional lapangan yang terdiri dari :

a. BBM : 40 liter per hari
b. Olie : 1 liter per hari
c. Uang makan Operator dan pembantu operator ------------- : Rp. 30.000,00 per hari

2.  ALAT LABORATORIUM:
No. Jenis Objek Retribusi I;esa_wnyg
etribusi
1 2 3
1. Laboratorium Tanah:
a. Pemeriksaan kadar air Rp. 7.500,00 | /Sample
b. Picnometer/Berat jenis Rp. 15.000,00 | /Sample
c. Test Atterberg Rp. 12.500,00 | /Sample
d. Analisa Saringan Rp. 20.000,00 | /Sample
e. Hydrometer Test Rp. 45.000,00 | /Sample
f. Konsolidasi Test Rp. 75.000,00 | /Sample
g. Direct Shear Test Rp. 55.000,00 | /Sample
h. Permeability Rp. 30.000,00 | /Sample
i. Laboratory CBR Test Rp. 25.000,00 | /Sample
j- Pemeriksaan Berat Isi Rp. 15.000,00 | /Sample
k. Compection Standart Test Rp. 75.000,00 | /Sample
|.  Compection Modified Test Rp. 75.000,00 | /Sample
m. Speedy Loisture Contait’s Rp. 15.000,00 | /Sample
n. Pengambilan Contoh Tanah Rp. 15.000,00 | /Sample
2. | Laboratorium Bahan Jalan:
a. Analisa Saringan Rp. 20.000,00 | /Sample
b. Berat Jenis Serap Aggregate Rp. 25.000,00 | /Sample
c. Pemeriksaan berat isi Rp. 25.000.00 | /Sample
d. Kadar Lumpur dan Lempung Rp. 15.000,00 | /Sample
e. Kadar air aggregate Rp. 15.000,00 | /Sample
f. Kelekatan terhadap aspal Rp. 15.000,00 | /Sample
g. Extraction test aspal termasuk pengambilan
sample Rp. 35.000,00 | /Sample
h. Bor lapis penetrasi Burda / Burtu Rp. 15.000,00 | /Sample
I. Aspal Compaction Test Rp. 17.500,00 | /Sample
- Coordrill Test Laston Rp. 88.500,00 | /Sample
k. Marshall Test Rp. 25.000,00 | /Sample
|. Kepadatan lapangan (DCP) Rp. 15.000,00 | /Titik
m. Laboratorium CBR test Rp. 75.000,00 | /Sample
n. Sand Cone Test Rp. 25.000,00 | /Titik
0. Sondir Rp. 350.000,00 | /Titik
p. Penetrasi Aspal Rp. 25.000,00 | /Sample
gq. Abrasi Rp. 25.000,00 | /Sample
r. Extraction Test aspal termasuk
pengambilan sample
(Reflux Extractor Test) Rp. 35.000,00 | /Sample
s. Duktilitas (Kelenturan) Rp. 25.000,00 | /Sample
t. Titik Nyala dan Titik Bakar Rp. 25.000,00 | /Sample
3. Laboratorium Beton:
a. Mix Design Formula (JMF) Rp. 250.000,00 | /Unit
b. Analisa Saringan Rp. 20.000,00 | /Sample
c. Strength Compressive/
kuat tekan hancur beton Rp. 15.000,00 | /Buah
d. Slump Test Rp. 3.500,00 | /Buah
e. Hammer tester Rp. 15.000,00 | / Benda Uiji




3. ALAT BERAT KEBERSIHAN:

NO. JENIS ALAT TARIF RETRIBUSI KETERANGAN

1. | Container Volume 6m3 Rp. 15.000,00 /Hari | Sewa Container bagi
penerima jasa pelayanan
(Penyediaan Container).

2. Container Volume 5m3 Rp. 10.000,00 /[ Hari

3. | Exavator Rp. 150.000,00 /Jam | Alat Berat yang digunakan
untuk mendorong sampah/
tanah.

4. | Bouldozer Rp. 150.000,00 /Jam | Alat Berat yang digunakan

untuk meratakan sampah/
tanah.

BUPATI MADIUN,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MUHTAROM

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina Tingkat |
NIP. 19550828 198611 1 001




